Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

a.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-
2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat
Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3
(tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruh b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);















(2) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta
penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perhubungan Tahun
2027, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 32



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024 - 2026
I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas
Perhubungan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan.
Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Perhubungan harus selaras dengan
RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut
indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dan Renja
Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi, sinergi
dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan
Renstra Dinas Perhubungan th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah
penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan /lintas Renstra Dinas
Perhubungan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan perhubungan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7
Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas
Perhubungan dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 121






LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 32 TAHUN 2023
_DINAS ??IEIEJ?UNGAN KABUPATEN PASURUAN TANGGAL : 11 APRIL 2023

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konektivitas memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah.
Dengan terbangunnya konektivitas akan menghasilkan aksesibilitas yang berpengaruh
terhadap pergerakan orang dan/atau barang dalam satu wilayah maupun antar wilayah.
Potensi suatu wilayah dapat dikembangkan jauh lebih baik dengan terbukanya akses
dengan wilayah — wilayah di sekitarnya. Selain itu, aktivitas masyarakat di jalur
penghubung akan terjadi dimana hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan
ekonomi sosial masyarakat. pembangunan konektivitas transportasi perlu diakselerasi
namun tetap perlu memperhatikan aspek — aspek dar transportasi yang berkelanjutan
dimana sistem transportasi yang dibangun ramah lingkungan, terjangkau dan dapat
diakses semua kalangan. Transportasi berkelanjutan ini selaras dengan UN Sustainable
Development Goals (SDGs) dimana transportasi berkelanjutan yang salah satu fokusnya
adalah mempromosikan penggunaan publik transport dan non-motorized transport
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat di jalan,
penurunan emisi dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas di suatu daerah.

Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan letak posisi yang strategis dan
memiliki banyak potensi daerah mempunyai tantangan dalam hal peningkatan
aksesibilitas. Aksesibilitas antar wilayah dalam Kabupaten Pasuruan yang dalam beberapa
tahun terakhir menjadi isu utama perlu ditindaklanjuti melalui pendekatan pembangunan
konektivitas transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam hal
ini Dinas Perhubungan, memiliki tanggungjawab dalam pembangunan konektivitas dan
peningkatan aksesibilitas tersebut. Pengembangan integrated public transport yang aman
dan bersifat inklusif perlu menjadi fokus utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
Pembangunan konektivitas transportasi yang berkelanjutan harus dikolaborasikan dengan
peningkatan perencanaan dan keselamatan transportasi, pembangunan dan pemeliharaan
perlengkapan jalan yang berkualitas, pengelolaan perparkiran dan terminal, serta
pengawasan terhadap keselamatan sarana prasarana transportasi. Dalam
pelaksanaannya perlu dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan jangka
menengah berupa Rencana Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Rentane Stratagls Tahun 2024 - 2026




DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
— 2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana
untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta
memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024—2026. Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Rencan® Strategis Tahun 2024 - 2026






















































































































DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB VIiIl PENUTUP

Setelah mengidentifikasi visi, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan yang akan
diterapkan, maka Dinas Perhubungan akan terus melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan rencana strategis ini. Dengan demikian, rencana strategis dapat terus
berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta dapat mengambil tindakan yang
diperlukan apabila terdapat kendala atau perubahan situasi yang tidak terduga.

Selain itu, Dinas Perhubungan akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa
pelaksanaan rencana strategis ini dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini.

Dengan demikian, rencana strategis ini merupakan dokumen yang akan terus
diperbaharui dan diadaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal
maupun eksternal. Selain itu, melalui dokumen rencana strategis ini, Dinas Perhubungan
akan dapat lebih terfokus dan terarah dalam visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat
memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah
Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN

ttd.

1

M. IRSYAD YUSUF
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